BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk
dalam hal pewarisan. Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris di
antaranya, waris menurut hukum BW (Burgerlijk Wetboek), hukum Islam, dan
adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan
yang lain. Oleh karena itu bangsa Indonesia dikatakan “Bhineka” (berbeda-
beda daerah dan suku bangsa), Tunggal lka (tetapi tetap satu jua, yaitu dasar
dan sifat ke-Indonesiaannya). Adat bangsa Indonesia yang Bhenika Tunggal
Ika ini tidak mati, melainkan selalu berkembang.*

Sampai saat ini terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang
kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu: hukum waris Adat, hukum waris
Islam, dan hukum waris BW. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki
berbagai macam adat dan suku bangsa, hingga saat ini Indonesia belum
memiliki suatu unifikasi hukum waris yang bersifat nasional. Tetapi apabila
sifat kekeluargaan yang ada pada waris adat, dibandingkan dengan sifat
kekeluargaan yang terdapat pada orang-orang Tionghoa dan Eropa yang

tunduk pada waris BW, maka ada perbedaannya, yaitu yang terpenting adalah

! Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Toko
Gunung Agung, 1995), hal. 13.



terletak pada adanya Pasal 1066 BW yang tidak terdapat dalam hukum adat di
antara orang-orang Indonesia asli.?

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan
persekutuan hukum adat, para anggotanya sebagian besar masih tetap hidup
dengan hukum adatnya masing-masing berdasarkan ikatan teritorial dan ikatan
genealogis atau campuran antara keduanya, yaitu yang bersifat genealogis
teritorial. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah
suatu kesatuan masyarakat yang teratur dan para anggotanya terikat pada satu
garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena
hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian
perkawinan atau pertalian adat.

Pasal 1066 BW ini menentukan, adanya hak mutlak dari para ahli
waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta
warisan, sedangkan hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli, harta
warisan itu tidak diubah-ubah dan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara
ahli warisnya. Sejak istilah “adatrecht” yang kemudian diterjemahkan
menjadi “hukum adat” dalam bahasa Indonesia yang diketemukan oleh
Snouck Hurgronye dan diperkenalkan oleh VVan Vollenhoven ke dalam dunia
ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis yuridis, maka hukum adat itu diartikan
sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan

kenyataan.®
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Pasal 172 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ahli waris dipandang
beragama Islam apabila diketahui dari Kartu ldentitas atau pengakuan atau
pengamalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak
yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Dalam
pasal 176-191 KHI tentang besarnya bagian harta waris untuk ahli waris yang
sesuai dengan ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam surat
an-Nisa ayat 11-12 dan 176.*

Salah satu keanekaragaman budaya yang berbeda tersebut dapat kita
lihat salah satunya pada masyarakat adat Lampung. Provinsi Lampung adalah
salah satu daerah transmigrasi di Indonesia yang dibuka sejak tahunl1905.
Lampung adalah salah satu tempat dimana orang dapat melihat menganut
sistem kekeluargaan patrilinial yaitu sistem kekeluargaan yang menganut
sistem kebapakan, mulai dari lingkungan hidup bermasyarakat ataupun dalam
ruang lingkup keluarga.

Karena hukum waris adat dipengaruhi sistem kekeluargaan seperti
dijelaskan di atas, maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat
adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia. Perbedaan ini
terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris
terhadap harta yang ditinggalkan. Demikian pula pada masyarakat adat suku
Lampung yang dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu
beradat Lampung Pepadun dan beradat Lampung Pesisir. Pada dasarnya,

bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya
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saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental
dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal
di pedesaan. Pada prinsipnya perbedaan itu hanya meliputi hal-hal yang kecil
saja, misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam
dialek Nyow (Pepadun) dan dialek Api (Pesisir), namun dalam pergaulan atau
percakapan dapat saling mengerti.”

Demikian juga halnya dalam penamaan daerah, golongan masyarakat
suku Lampung yang mendiami daerah-daerah bagian pesisir laut Lampung
(daerah sebagian kecil pantai timur Lampung, sepanjang pantai selatan dan
barat Lampung), serta sepanjang daerah perbatasan sebelah utara Lampung
dengan Provinsi Sumatera Selatan yaitu daerah Ranau, Komering sampai
Kayu Agung disebut dengan Lampung Pesisir atau Peminggir. Hal ini
dirasakan kurang tepat, karena istilah ini timbul pada zaman penjajahan
Belanda dahulu yang mengandung motif-motif tertentu antara lain politik
diskriminasi pecah belah (devide et impera), maksudnya jelas untuk
mengucilkan atau memisahkan dari saudara seketurunannya, yaitu masyarakat
adat Lampung Pepadun, sehingga perbedaan yang tidak prinsip tersebut
dibesar-besarkan.

Bentuk-bentuk perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-
beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan
masyarakat yang berbeda-beda, sehingga walaupun sudah berlaku Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat nasional yang

’Rizani Puspawijaya, “Masyarakat Adat Lampung”, Makalah dipresentasikan di
Universitas Lampung, 2002, hal. 2.
®Ibid., hal. 2.



berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan di berbagai
golongan masyarakat masih berlaku hukum  perkawinan adat. Apalagi
undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok dan tidak mengatur
hal-hal lain yang bersifat khusus. Di dalam Undang-undang Perkawinan yang
bersifat nasional tersebut, tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan,
upacara-perkawinan dan lainnya. Masyarakat adat Lampung Pesisir
menggunakan bentuk perkawinan jujur, yang oleh warga setempat disebut
dengan perkawinan jujokh atau metudau, artinya perkawinan yang dilakukan
dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan
diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si isteri mengikatkan diri
pada perjanjian untuk ikut dipihak suami, baik pribadi maupun harta benda
yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suami.’

Pada masyarakat adat Lampung khususnya Lampung Pepadun Way
Kanan sangat mengutamakan anak laki-laki dalam suatu keluarga untuk
meneruskan keturunan, dan adat istiadat dalam keluarga barunya. Salah
satunya adalah masyarakat adat Lampung Way Kanan Kebuaian Baradatu.
Bagi suatu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka mereka akan
melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan anak merupakan
suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang berkembang dalam masyarakat, penerus Kkeluarga,

pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua dan penerus silsilah orang tua atau
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kerabat. Ketentuan pengadopsian anak ini bisa dari anak kerabat sendiri, jika
tidak ada dapat juga dari orang lain atau di luar keluarga kerabatnya.

Selain itu pengangkatan anak juga bertujuan untuk meneruskan
keturunan dan akan menggantikan posisi ayah sebagai kepala keluarga.
Namun pengangkatan anak tidak saja terhadap anak laki-laki tetapi dapat juga
mengangkat anak perempuan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Bagi
masyarakat adat Lampung Way Kanan Kebuaian Baradatu yang tidak
memiliki anak laki-laki berarti mereka tidak dapat meneruskan garis
keturunannya, bagi mereka anak perempuan yang sudah menikah mereka akan
mengikuti adat istiadat suaminya sehingga mereka tidak bisa dijadikan
penerus adat istiadat keluarga mereka atau orang tuanya. Kecuali mereka
melakukan perkawinan semenda yaitu dimana anak laki-laki menantu yang
mana akan dijadikan anak penerus keturunan.®

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan pengkajian
lebih lanjut untuk mendapatkan data-data yang proporsional dan mendalam
dengan tema “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Masyarakat

Adat Lampung Pepadun”.

. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

® Ibid., hal. 34.



C.

D.

1. Bagaimanakah sistem pembagian harta waris menurut hukum adat
masyarakat Lampung Pepadun?
2. Bagaimana sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau

dari Hukum Islam?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sistem pembagian harta waris menurut hukum
adat masyarakat Lampung Pepadun.

2. Untuk mendeskripsikan sistem pewarisan adat Lampung Pepadun ditinjau

dari hukum Islam.

Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis
maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan
sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:’
1. Kegunaan Secara Teoritis
Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum
adat dan hukum waris adat.
2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi:

73.
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a. Peneliti
Memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan
penulisan Skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman
dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata.

b. Masyarakat
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi
pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya
oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan
sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pembagian harta waris
adat Lampung Pepadun ditinjau dari hukum Islam.

c. Akademis
Hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau
bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan
akademis, baik di kalangan IAIN Tulungagung maupun pihak-pihak

lain yang membutuhkan.

E. Penegasan Istilah
Untuk mempermudah pemahaman dalam Kkajian ini Kiranya
diperlukan pembahasan yang konkrit mengenai istilah-istilah yang digunakan
dalam judul kajian ini. Maka dari itu akan dijelaskan istilah-istilah yang

digunakan, baik secara konseptual maupun secara operasional.



1. Secara Konseptual
Masyarakat Pepadun adalah salah satu dari kelompok adat besar
dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman
atau daerah dataran tinggi Lampung.*®
2. Secara Operasional
Secara operasional, tinjauan hukum Islam terhadap sistem pewarisan
masyarakat Lampung Pepadun adalah hal yang berkaitan dengan tata cara
pembagian harta warisan masyarakat adat Lampung dan sistem pewarisan
adat Lampung ditinjau dari hukum Islam, serta penyelesaian apabila

terjadi sengketa dalam sistem pewarisan tersebut oleh kepala adat.

F. Sistematika Penulisan SKkripsi

Dalam upaya mempermudah dalam pembahasan, maka dalam
penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematik sebagai berikut:

Pertama, bab pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang
masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Kedua, bab kajian pustaka yang membahas tentang sistem
pembagian harta waris menurut Islam dalam bab ini diuraikan mengenai
pengertian harta waris dalam hukum Islam, syarat dan rukun waris, bagian-
bagian ahli waris, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, pembagian

harta waris di Indonesia, pembagian harta waris menurut adat, meliputi
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pengertian hukum waris adat, sifat hak waris adat, sistem keturunan, sistem
kewarisan, hak dan kewajiban ahli waris adat, tinjauan terdahulu.

Ketiga, bab metode penelitian meliputi pola/jenis penelitian, lokasi
penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data,
tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap
penelitian.

Keempat, bab laporan hasil penelitian yang berisi deskripsi singkat
mengenai lokasi penelitian, paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

Kelima, bab penutup dari keseluruhan bab yang berisi kesimpulan
dan saran-saran. Sedangkan bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan

lampiran-lampiran.



